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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Sistem Peradilan Pidana terdiri dari sub sistem Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Lembaga

Pemasyarakatan. Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana ini harus terpadu dan saling mengisi antara sub

sistem. Sub sistem Polisi sebagai sub sistem hulu atau sebagai gerbang berkenalannya seseorang dengan

Sistem Peradilan Pidana sangat menentukan untuk proses selanjutnya, kernampuan teknik keresersean yang

dimiliki oleh Polisi (penyidik) harus didukung dengan teknik yuridis dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga

diperlukan koordinasi. KUHAP sebagai induk dasar berpijaknya Sistem Peradilan Pidana telah mengatur

koordinasi tersebut berupa: 

<br><br>

pemberitahuan dimulainya penyidikan, petunjuk penuntut	umum dalam pemeriksaan tambahan

(Prapenuntutan), perpanjangan penahanan, dan pemberitahuan penghentian penyidikan. 

<br><br>

Tujuan	penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi antara penyidik dan penuntut umum,

apa hambatan dalam melakukan koordinasi, kebijakan apa yang telah ditempuh dalam menanggulangi

hambatan itu dan bagaimana pengawasan penuntut umum terhadap berkas perkara yang dikembalikan

kepada penyidik. 

<br><br>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara penyidik dan penuntut umum belum berjalan

sebagaimana yang di.tentukan oleh KUHAP. Hambatan yang paling mendasar adalah menyangkut sarana

telekomunikasi, karena jarak antara	Polsek dengan kejaksaan	Negeri relative Jauh.	Sedangkan upaya yang

dilakukan	adalah dengan terus meningkatkan koordinasi dan mengadakan gelar perkara.
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